PEMERINTAH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT I1
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e o ok

PERATUEAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJCKERTO
NCMOR 13 TAHIN 1980

UNTUK

MENGUS, H PERTAMs £4i11  PRERATURAY DAERAH KOTAMADY. DAERAH
PTIGKAT 1T MOJOKERTO NOMOR 2 TAHON 1978 TENTANG
BEAYS PENGGANTT NASKAH (LEGES)
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LENGAN RAMMAT TUHAY  YaNG MAH, ESA

WALIKOTAMADY A KEPLLA DAFRAH TINGKAT T1 MOJOKERTO

MEN IMBANG ¢ Bahwa berhmbung penetapan beaya pengganti naskah

(leges) scbagaimana yang ditetapkan dalam Peratur
an Daerah Womor 2 tahun 1978 tangssl 19 Januari
1978 sudah tidak sosuai lagi dengan keadasn dewasa
ini disamping dalam Peraturan Daerah tercsbut
belun mengetur ftentang penetapan beaya pengganti
nagkah atas pemberisan ijin pembongkarsn mgyat dan
pengangkutan jenasah dan pencatatan aipil, maka
dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan

tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT ¢ 1. Undang-Undang Womor 5 tahun 1974 tentang Pekok

pokok Pemerintahan di Daerah j

2. Undang-Undang Womor 17 tahun 1950 tentang Pem-
bentukon Daerah Kota Kecil dalam lingkungon
Propinsi Deerah Tingkat T Jawa Timur/Jawa

Tengah / Jawa Rarat

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tolun 1957 +tentang

Peraturan Umum Retritusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Xotamadya

Daerah Tingkat II Mojckerto.
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PIRATTRAY DAERATI KORAMADYA DARRLH
TTHGKAT I MOJKEZTO NCMOR 2 TAHUN
1978 FENTANG BEAYA  PENGGANTI
NASKAT { LEGES ).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Deernh Kotomadya Daerah Tingkat
11 Mojokerto Nomor 2 takun 1978 tonggal 19 Januari 1978 tentang
Penggantinn Beaya Tata Usaha (Leges) diundangkan dalam Lembaran
Doerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto Tahun 1979 Seri B,

tanggal 31 Desember 1979 Nomor : 6/B dinbah logl sebagal berikut:
4. Induk Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Peroturan Daerah Kotamadyn Daernh Tingkat I Mnjckerto tentang
Beayn Pengganti Noskah (Leges).

B. Pasal 4 huruf a diubah dan harus dibace sebagai berikut o

a. Untuk penanda tangonon oleh Kepala Daerah ctan pejabat yang
ditunjuk atas namanya, sebesar pe 500,--(1;%111:1 rotus rupia‘n)

tiap satu tanda tangan ;

Sesudah pasal 4 huruf g ditambeh 2 huruf (baru) dan harus dibaca
sebagail berikut :

h. Untuk satu Surat 1jin Pembongkeran Mayat dan / atau Pengangkut
an Jenasah, mising-msing ditetapkan, sebesar Moo 1.000,=- (se

ribu rupiah).

1. Untuk satu Surat Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawin

an, sebesar . 750,-- (tujuh ratus lime puiuh rupinh}.

FPasal I1

(1) Peraturan Daerah ini malai berlaku pada hori pertoma sesudah

hari pengundangonnys g

{2) Dengan berlakunya Peraturan Taerah ini, ketentuan - ketentuan
terdahulu yang hel yong sama dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Mojokerto, 29 Desgember 1980

DEW, N PERVAKILAW RAKYLT DLERAH WALTKOTAMADY 4 KEPALL DARRAH
KOTAMADYA DARRAH TINGKAT I MOJOKERTO
Ketua,

Cop/ttd. gap/ttd.

TINGKAT IT MOJOKERTO

S O0EHALDI H.E, MOCH. SAMIOEDIN, B.h.
NI®., 510007573




Digahlan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat T Jawa Timur tanggal 1 Juni 1981 Nomor : 221/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAFRAH WINGKAT I
JAWA TIMUR
Aisisten I Sekretaris wilayah /Daerah

cap/ttd.

WARDITO RASMAN, M.i.

NIP, 010015749
Diundangkan dalam Lembaras Deerah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Mojokerto Takhun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981

Homor : 4 / B.

Lene WALIKOTAMADYA KEPATA DAERAH TINGKAT 11X
MOJOKERTO

Pj.3ekretaris Kotamadya
cap/ttd.

Dro. SLAMET BARIJADI

N NIF., 010016425




TENJELAGAN

ATAS

PURATIHAY . TRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 1980
UNTUK
FTNGET 0T PFITAMA KALT TPFRATURAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH
w1 ooKaT IT HOTORERPO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG
SEAYA DENGOANTI NASKAH (LEGES)

o PENJE] 58T UMUM :

Prhve drlam rengka usaha peningkatan Pendapatan Daerah
perlu disdslen intensifikasi terhadap pemungutan Beaya Peng =
gant. Nack b {Leges).

(ln=h kerena Feraturan Daerah Nomor 2 talun 1978 tentang
Beays Ta.a Tsahn inibelum mengatur mengenal besarnya pungutan
terhidun  ijin  tempati usaha tanpa Undang ~Undang Gangguan
(iinde» C=2.nantie}, ijin reklame, ijin persewsan bangunan /
¥ios paser, ijin pembongkaran mayat dan pengangkutan jenasah
den pencatsian sipil, maka dipandang perlu untuk mengatur dan

menetapken Izlam Peraturan Daerah.
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Daral 4 hurul oa : Cukup Jelas.

T e
LaE

.
—

4 furuf h dan i : Cukup jelas.
b, Pacal I : Cukup jelas.
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